
ABSTRACT 

 

Realization of decentralized economic political system in Indonesia has 

encouraged local governments to distribute health assurance scheme for 

communities in the area, including the city of Magelang who began organizing 

local health insurance (jamkesda) starting in 2013. In 2014, the government of 

Indonesia enacted a national health security system which requires a wide range 

of health coverage that is distributed by various parties to be integrated into the 

national health security system maintained by the Agency organizer of social 

security (BPJS) health, including jamkesda the city of Magelang. This research 

aims to know the jamkesda implementation and its impact on improving access to 

health services for the community as well as the formulation of a policy that has 

been conducted by the government of the city of Magelang in the face of 

jamkesda program integration into the national health insurance system.  

This research is based on the theory of policy implementation of Edward 

III who explained that communication, resources, disposition and bureaucratic 

structure affects the success of policy implementation; Aday access theory which 

states that the community's satisfaction, the availability and utilization of health 

services is an aspect that is used in assessing the increase in access to public 

health services; as well as the possibility of a financial, political and 

administrative feasibility as a criterion alternative assessment policies according 

to Patton and Sawicki. This research was conducted in the city of Magelang by 

using descriptive qualitative approach. This research includes the informant 

twenty-two people from the government, one person from the BPJS health and 

fifteen participants jamkesda. Methods undertaken in data collection comprises 

pre survey, observation, in-depth interviews and documentation. Data analysis 

was done with the reduction of the data, the presentation of data, and the 

withdrawal of the conclusion. While triangulation of sources was used to test the 

validity of research data. 

The results of this research show that the implementation of jamkesda 

Magelang city has been running well, the problem is only on membership. 

Implementation of the jamkesda impact on the increased access of society towards 

health services related to access to information, access to health facilities, cost of 

access and utilization of health services. Socializing still needs to be improved in 

order to provide clearer information for the community. The attitude of the 

government towards the integration of support because it has become a liability 

for the government of the city of Magelang, and forms of support for the 

achievement of national health insurance. Currently, the formulation of policies 

for the integration of jamkesda until the preparation phase i.e. determination of 

recipient dues (PBI) and budget. Although the fiscal capacity of Magelang city 

being able to integrate all participants jamkesda but the government needs to pay 

attention to the efficiency of budget, mutual agreement between various 

stakeholders, right on target PBI and the acceptance of the community in 

integrating jamkesda Magelang city into the national health insurance system. 
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INTISARI 

Realisasi desentralisasi sistem politik ekonomi di Indonesia telah 

mendorong pemerintah daerah untuk mendistribusikan skema jaminan kesehatan 

bagi masyarakat di daerahnya, termasuk pemerintah Kota Magelang yang mulai 

menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) sejak tahun 2013. Pada 

tahun 2014, pemerintah Indonesia memberlakukan suatu sistem jaminan 

kesehatan nasional yang mengharuskan berbagai jaminan kesehatan yang selama 

ini didistribusikan oleh berbagai pihak diintegrasikan ke sistem jaminan kesehatan 

nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan, termasuk jamkesda Kota Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi jamkesda beserta dampaknya pada peningkatan akses 

pelayanan kesehatan bagi masyarakat serta perumusan kebijakan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi integrasi program 

jamkesda ke sistem jaminan kesehatan nasional. 

Penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Edward III 

yang menjelaskan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan; teori akses Aday 

yang menyatakan bahwa kepuasan masyarakat, ketersediaan dan pemanfaatan 

layanan kesehatan ialah aspek yang digunakan dalam menilai peningkatan akses 

pelayanan kesehatan masyarakat; serta kemungkinan finansial, kelayakan politik 

dan administrasi sebagai kriteria penilaian alternatif kebijakan menurut Patton dan 

Sawicki. Penelitian ini dilakukan di Kota Magelang dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini meliputi dua puluh dua 

orang dari pihak pemerintah, satu orang dari pihak BPJS Kesehatan dan lima belas 

peserta jamkesda. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data terdiri dari 

pre survey, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk uji keabsahan data penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi jamkesda Kota 

Magelang sudah berjalan dengan baik, permasalahan hanya bersumber pada 

kepesertaan. Pelaksanaan jamkesda ini berdampak pada peningkatan akses 

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan akses informasi, 

akses fasilitas kesehatan, akses biaya, dan pemanfaatan layanan kesehatan. 

Sosialisasi masih perlu ditingkatkan guna memberikan informasi yang lebih jelas 

bagi masyarakat. Sikap pemerintah mendukung terhadap integrasi tersebut karena 

sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Kota Magelang dan bentuk dukungan 

terhadap pencapaian jaminan kesehatan nasional. Saat ini, perumusan kebijakan 

integrasi jamkesda sampai pada tahap persiapan yaitu penentuan penerima 

bantuan iuran (PBI) dan anggaran. Meskipun kapasitas fiskal Kota Magelang 

mampu untuk mengintegrasikan seluruh peserta jamkesda namun pemerintah 

perlu memperhatikan efisiensi anggaran, kesepakatan bersama antar berbagai 

stakeholder, ketepatsasaran PBI dan penerimaan masyarakat dalam 

pengintegrasian jamkesda Kota Magelang ke sistem jaminan kesehatan nasional. 
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